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S A L I N A N       P U T U S A N

 Nomor  0074/Pdt.G/2018/PA.Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai

gugat  pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak

ada, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  23  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  tidak

ada, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura,

saat  ini  tidak  diketahui  alamatnya  diseluruh  Wilayah  Republik

Indonesia. (gaib) sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tertanggal

02  Agustus 2018  yang  terdaftar  pada  register  perkara  Pengadilan  Agama

Sentani  dengan Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA.Stn tertanggal  03 Juli  2018 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  23  Mei  2016  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sebagaimana

ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.01.2/Pw.01/I/2018

tertanggal  1  Juni  2018,  saat   akad  nikah  Tergugat  mengucapkan  Sighat

Taklik Talak;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

Nimbokrang di  rumah orangtua Penggugat  dan sebagai  tempat kediaman

bersama terakhir;

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  keharmonisan  karena  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

yang terus menerus, disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selama ini untuk memenuhi

kebutuhan  hidup  sehari-hari  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

orang tua Penggugat yang memberi; 

b. Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab kepada Penggugat;

c. Tergugat malas bekerja dan malas dalam mencari pekerjaan;

Akibat  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  sering

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan ringan tangan;

5. Bahwa  pada  bulan  Oktober  2017  hingga  sekarang,  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.

Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

6. Bahwa  Penggugat telah  berusaha  mencari  Tergugat,  antara  lain

menanyakan  keberadaan  Tergugat  kepada  keluarga  juga  kepada  teman-

teman  dekat  Tergugat,  namun  mereka  tidak  mengetahui  secara  pasti

keberadaan Tergugat sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  lagi  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak  lebih  jauh melanggar  norma hukum dan norma agama maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan  alasan/dall-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat  tidak datang menghadap dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  melalui  RRI

Nusantara V Jayapura,  yang surat  panggilannya dibacakan di  dalam sidang

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan Tergugat  akan  tetapi  Penggugat  tetap  pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang  menghadap  walaupun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  dimana Penggugat  tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 26.01.2/Pw. 01/I/2018,

tertanggal 01 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
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Distrik Nimboran, Kabupaten  Jayapura,  oleh Ketua  Majelis  alat  bukti

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai

cukup kemudian diberi tanda (P.1); 

- Fotokopi Surat  Keterangan  Gaib,  Nomor:  472.2/447/BJ.1/VI/2018,

tertanggal  29  Juni  2018,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kampung

Benyom Jaya I,  Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura,  oleh Ketua

Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P.1);      

B.  Saksi-Saksi.

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru

Madrasah  Ibtidaiyah,  tempat  tinggal  di  XXXXXXXX,  Kabupaten

Jayapura,  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  adalah kakak kandung Penggugat sedangkan dengan

Tergugat sebagai ipar;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Distrik

Nimboran dan saksi hadir pada waktu itu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  seorang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  rukun dan harmonis,  namun sejak  September  2016

sudah   tidak  harmonis  lagi  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat,  dikarenakan Tergugat  tidak  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa  Tergugat  juga  tidak  bertanggung  jawab  terhadap

keluarganya;

- Bahwa Peggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  sampai  terjadi

tindakan kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan;
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- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan diwajah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak

diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa  Penggugat pernah  dinasehati untuk rukun kembali  dengan

Tergugat namun tidak berhasil;  

2. SAKSI  II,  umur  20  tahun tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Jayapura,

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  adalah  adik Penggugat sedangkan Tergugat, sebagai

ipar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Distrik

Nimboran dan saksi hadir pada waktu itu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  seorang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  rukun dan harmonis,  namun sejak  September  2016

sudah   tidak  harmonis  lagi  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat,  dikarenakan Tergugat  tidak  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa  Tergugat  juga  tidak  bertanggung  jawab  terhadap

keluarganya;

- Bahwa Peggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  sampai  terjadi

tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dipukul dikepala oleh

Tergugat kemudian Tergugat juga menginjak badan Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak

diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa  Penggugat pernah  dinasehati untuk rukun kembali  dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada pokoknya tetap  ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat 

dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan  ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa ternyata  Tergugat  meskipun telah  dipanggil  secara

resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura, tidak datang menghadap

dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  dan  pula  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

untuk  kembali  rukun membina rumah tangga bersama Tergugat  akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi  dalam perkara a quo sebagaimana

kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta  dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  surat  bertanda  P.1  (Fotokopi  Duplikat

Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  Islam  di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1.

(Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat  adalah sebagai  suami

isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum Islam telah terpenuhi,  oleh karenanya Penggugat memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbag, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Keterangan Gaib) menunjukkan

kalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan

alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang

perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak

keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-

sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di

muka  persidangan  yaitu Abd. Rahman  Rahim,  S.  Pd  bin  Abd.  Rahim  dan

SAKSI II, keduanya adalah kakak dan adik kandung Penggugat yang dianggap

mengetahui  keadaan  rumah  tangganya,  sehingga  telah  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah

memberikan  keterangan  tentang  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah

berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi tempat

tinggalnya  dan  sebelum  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  memberikan

nafkah  kepada  Penggugat  dan  Penggugat  juga  tidak  bertanggung  jawab

terhadap  keluarganya,  sehingga  terjadi  pertengkaran  dan  kekerasan  dalam

rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan cara memukul dan

menginjak-injak  badan  Penggugat  dan  juga  telah  dinasehati  untuk  rukun

kembali akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa keterangan kedua orang saksi  Penggugat  tersebut

adalah  berdasarkan  pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran  langsung

saksi serta relevan dengan dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  alat  bukti  surat

yang  diajukan  Penggugat  dan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  di  muka

persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama

lain,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  dalam perkara ini  yang dapat  disimpulkan sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah 

menikah pada tanggal 23 Mei 2016 dan belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak September 2016 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak 

harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa  perselisihan dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

dengan memukul dan menginjak-injak badan Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun

yang lalu, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak diketahui tempat 

tinggalnya;  

- Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat 

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat 

dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang 

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai 

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan

perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di 

atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya 

perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan 

satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan 

apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-

unsur terjadinya suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha 

menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat

tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimban, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat 

menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri 

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan 

Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

(broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal, tidak 

pernah kumpul lagi, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak 

berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 

memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain 

selama pisah tersebut dan telah tidak ada lagi iktikad untuk memikul kewajiban 

yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena 

itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell 

baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

tidak tercapai;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  juga  mengetengahkan

ketentuan yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:
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الـقاضى            عليه طلـق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدّ وإن

.طلقة

          Maksudnya : “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ; 

Dengan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

ا                                     جـلـب عـلى م مـقــد المفـاسـد درأ

.لـمـصـالـح
Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan 

dari  

  pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang 

mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan 

perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya 

Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan 

pertimbangan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti rumah tangga 

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan 

demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup 

beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

oleh karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2)
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huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu

ba’in shugra;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  semua  Pasal  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

mengahadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 691.000.00 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  yang

dilangsungkan  pada  hari Kamis,  tanggal  08  November  2018  M.  bertepatan

dengan tanggal 30 Safar  1440 H, oleh kami  Sumar’um, S. H.I sebagai Ketua

Majelis, Abdul  Salam,  S.H.I dan  M.  Kamaruddin  Amri,  S.H. masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan dalam sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Hasim Utina,  S.  Ag sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota                    Ketua Majelis

         ttd           ttd

Abdul Salam, S.H.I.          Sumar’um, S.H.I.

Hakim Anggota     

        ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.                              Panitera Pengganti
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           ttd

Hasim Utina, S. Ag

Perincian Biaya   Perkara  :  

- Pendaftaran : Rp       30.000.00

-     Proses (ATK) : Rp        50.000.00

- Panggilan : Rp      600.000.00

- Redaksi : Rp          5.000.00

- Meterai                                  : Rp                  6.000  .00    

Sejumlah     Rp     691.000.00 

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

        

      Kamis, 04 Oktober 2018

                                                            Salinan sesuai dengan aslinya

      Panitera.

       Muhammad Abduh. M. Torano, S.E.,S.H
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


